
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-
9:2);

3. Undang-Undang NomOI"38 Tahun 2004 tentang .Ialan
(Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lercbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4444);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang penyelengga­
raan Standardisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah;

c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun
2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor
34 Tahun 2006 tentang Jalan, Pemerintah Daerah
mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan
dan pengawasan terhadap Jalan Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa untuk mewujudkan peranan penting jalan
dalam mendorong perkembangan kehidupan
masyarakat di Provinsi Jawa Tengah dan menjamin
masyarakat untuk memperoleh kemudahan serta
keselamatan dalam menggunakan jalan, maka perlu
pengaturan standardi-sasi jalan;

a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi
merupakan un sur penting dalam pengembangan
kehidupan berbangsa dan bernegara, pembinaan
persatuan dan kesatuan bangsa dan mempunyai
peranan penting dalam mendukung bidang ekonomi,
sosial, budaya dan lingkungan serta untuk memajukan
kesejahteraan umum;

GUBERNUR JAWATENGAH,
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4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (LembaranNegara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4725);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2009 Nomor96, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesia Nomor5025);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor
5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor86, Tambahan Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Nomor4655);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor
5221);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5317);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor
5468);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5594);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor199);
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Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian

jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang
diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di
atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah darr/ atau air, serta di
atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

5. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

6. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya
guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal,
antarpusat kegiatan wilayah, atau an tara pusat kegiatan wilayah dengan
pusat kegiatan lokal.

Pasal 1
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BABI
KETENTUANUMUM

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
STANDARDISASIJALANPROVINSIJAWATENGAH.
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MEMUTUSKAN:

GUBERNURJAWATENGAH

dan

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHPROVINSIJAWATENGAH

Dengan Persetujuan Bersama

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6
Tahun 2010 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Provnsi Jawa Tengah
Nomor 28);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9
Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014
Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provnsi Jawa
Tengah Nomor 69);
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7. Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan
sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder
kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

8. Jalan Provinsiadalah jalan yang berada di bawah kewenanganPemerintah
Daerah, meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan
jalan.

9. Standardisasi Jalan adalah ketentuan yang berisi persyaratan teknis jalan
yang harus dipenuhi oleh suatu ruas jalan agar jalan dapat berfungsi
secara optimalmemenuhi fungsi, keselamatan dan keamanan jalan.

10.Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan,
pembinaan, pembangunan, dan pengawasanjalan.

11.Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan,
penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang­
undangan jalan.

12.Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar
teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian
dan pengembanganjalan.

13.Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran,
perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan
pemeliharaanjalan.

14.Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan
tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunanjalan.

15.Penyelenggara Jalan adalah Pemerintah Daerah yang melakukan
pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasanjalan.

16.Ruang MilikJalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah sejalur tanah
tertentu di luar ruang manfaat jalan yangmasih menjadi bagian dari ruang
milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang
dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan
penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat
jalan pada masa yang akan datang.

17.Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah suatu
ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan
jalan, saluran tepi jalan, serta ambangpengamannya.

18. Ruang pengawasan jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah ruang
tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah
pengawasanpenyelenggarajalan.

19.Persyaratan Teknis Jalan adalah ketentuan teknis yang harus dipenuhi
oleh suatu ruas jalan agar jalan dapat berfungsi secara optimalmemenuhi
Standar PelayananMinimalJalan dalammelayanilalu lintas dan angkutan
jalan.

20.Kriteria Perencanaan Teknis Jalan adalah ketentuan teknis jalan yang
harus dipenuhi dalam suatu perencanaan teknis jalan.

21. Prosedur Pelaksanaan Perencanaan Teknis Jalan adalah tahapan dan
ketentuan pelaksanaan perencanaan teknis jalan yang harus diikuti oleh
para perencana jalan.

22.Keselamatan Jalan adalah pemenuhan fisik elemen jalan terhadap
persyaratan teknis jalan dan kondisi lingkungan jalan yang
menghindarkanatau tidak menjadi sebab terjadinyakecelakaan lalu lintas.
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(1) Ruang lingkup Standardisasi Jalan meliputi Persyaratan Teknis Jalan
dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan yang diberlakukan untuk Jalan
Provinsi.

Pasa14

BABIII
RUANGLINGKUP

(2) Tujuan Penyelenggaraan Standardisasi Jalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dimaksudkan agar diperoleh suatu keseragaman dalam definisi,
hirarki sistem jaringan jalan yang jelas serta syarat standar pelayanan
minimal jalan, sehingga menghasilkan jalan yang:
a. efektif dan efisien;
b. aman dan nyaman;
c. selamat, tertib dan lancar; dan
d. ramah lingkungan.

(1) Penyelenggaraan Standardisasi Jalan bertujuan untuk memberikan
arahan dan pedoman kepada pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan
jalan, menyangkut kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan
pengawasan jalan.

Pasa13

Penyelenggaraan Standardisasi Jalan dilaksanakan berdasarkan asas:
a. transparan;
b. akuntabel;
c. partisipatif;
d. bermanfaat;
e. efisien dan efektif;
f. keseimbangan; dan
g. keterpaduan.

Pasa12

BAB II
ASASDANTUJUAN

23. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi,
baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum.

24. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang­
undang untuk melakukan penyidikan.

25. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut
cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diberi wewenang
khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas
pelanggaran peraturan perundang-undangan.
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(4) Pemerintah Daerah dapat menerima penyerahan jalan oleh Pemerintah
Kabupaterr/Kota sesuai kewenangannya sepanjang jalan dimaksud,
minimal memenuhi standard lebar rumija sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah ini.

(3) Untuk melaksanakan pembangunan, dan pemeliharaan jalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah wajib
mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun
anggaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.

(2) Pelaksanaan pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah 101
diundangkan.

(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pembangunan jalan
sesuai dengan Standardisasi Jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah ini.

Pasal5

BABIV
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

(3) Kriteria Perencanaan Teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. fungsi jalan;
b. kelas jalan;
c. bagian-bagian jalan;
d. dimensi jalan;
e. muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan kapasitas jalan;
f. persyaratan geometrik jalan;
g. konstruksi jalan;
h. konstruksi bangunan pe1engkapjalan;
1. perlengkapan jalan;
J. kelestarian lingkungan hidup; dan
k. ruang bebas.

(2) Persyaratan Teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
a. kecepatan rencana;
b. lebar badan jalan;
c. kapasitas jalan;
d. jalan masuk;
e. persimpangan sebidang dan fasilitas berputar balik;
f. bangunan pelengkap jalan;
g. perlengkapan jalan;
h. penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya; dan
1. ketidak terputusan fungsi jalan.
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(9) Batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)ditetapkan :
a. paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer per jam untuk jalan antar

kota;
b. paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam untuk jalan kawasan

perkotaan;
c. paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk kawasan

permukiman.

(8) Penetapan batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)untuk
mencegah kejadian dan fatalitas kecelakaan serta mempertahankan
mobilitaslalu lintas.

(7) Penurunan kecepatan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
harus seizinPenyelenggaraJalan.

Kecepatan rencana pada satu ruas jalan harus seragam sepanjang ruas
jalan, kecuali pada ruas jalan dengan kecepatan rencana 60 (enampuluh)
kilometerper jam atau lebih terdapat segmenyang sulit untuk memenuhi
kecepatan rencana tersebut, maka kecepatan rencana pada segmen
tersebut dapat diturunkan palingbesar 20 (dua puluh) kilometerper jam.

(6)

Batas paling rendah kecepatan rencana dipilih pada keadaan dimana
terdapat kendala topografi dan tataguna lahan atau kendala lain yang
tidak dapat dielakkan.

(5)

Pemilihan kecepatan rencana diupayakan mendekati batas paling tinggi
dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, ekonomi, dan
lingkungan.

(4)

Kecepatan rencana dibatasi oleh batas paling rendah dan batas paling
tinggisesuai KriteriaPerencanaan TeknisJalan.

(3)

Kecepatanrencana ditetapkan denganmempertimbangkan:
a. sistemjaringan jalan, terdiri atas :

1. sistemjaringan jalan primer; dan
2. sistemjaringan jalan sekunder.

b. lalu lintas harian rata-rata tahunan;
c. spesifikasipenyediaan prasarana; dan
d. tipe medan (topografi) jalan, terdiri atas :

1. medan datar;
2. medan bukit; dan
3. medan gunung.

(2)

Kecepatanrencana (design speed) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf a merupakan kecepatan kendaraan yang mendasari
perencanaan teknis jalan.

(1)

Pasa16

BagianKesatu
KecepatanRencana

BABV
PERSYARATANTEKNISJALAN
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(5) Muka perkerasan bahu jalan harus rata dengan muka perkerasan lajur
lalu lintas dan diberi kemiringanmelintanguntuk menyalurkan air hujan
yangmengalirmelalui permukaan bahu.

(4) Lebar bahu jalan untuk jalan lingkungan paling sedikit 0,50 (nol koma
lima puluh) meter, se1uruhnya harus diperkeras dengan paling sedikit
perkerasan tanpa penutup.

(3) Bahu jalan pada jalan raya, pada jalan sedang, dan pada jalan keeilharus
diperkeras dengan paling sedikit perkerasan tanpa penutup.

(2) Lebarbahu jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)paling keeil2 (dua)
meter.

(1) Bahu jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus
diperkeras.

Pasa19

Paragraf2
Bahu Jalan

(4) Lebar lajur lalu lintas untuk jalan sedang dan jalan keeil diukur dari
sumbu marka membujur ke sumbu marka membujur.

(3) Lebar lajur lalu lintas untuk jalan raya diukur dari sisi dalam marka
membujur garis tepi jalan menerus atau sumbu marka garis membujur
pembagi lajur terputus-putus ke sisi dalam marka membujur garis
menerus atau ke sumbu marka membujur garis terputus-putus.

(2) Lebar paling kecil untuk satu lajur jalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)selebar 3,50 (tigakoma lima puluh) meter.

(1) Jalur lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat
terdiri dari satu atau lebih lajur jalan.

Pasa18

Paragraf 1
Jalur LaluLintas

Lebar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b
meliputi:
a. jalur lalu lintas;
b. bahu Jalan;
e. median;dan
d. pemisahjalur.

Pasal7

BagianKedua
LebarBadan Jalan
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(2) Pada kondisi keterbatasan Rumija dalam sistem jaringan jalan sekunder,
lebar bahu jalan dapat dimanfaatkan untuk trotoar selebar 1 (satu)meter.

(1) Lebar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)huruf b
harus sesuai dengan konfigurasi lebar jalur lalu lintas dan lebar bahu
jalan.

Pasal 12

(4) Lebarjalur pemisah paling kecilditetapkan:
a. 1 (satu)meter untuk jalur pemisah tanpa rambu; dan
b. 2 (dua)meter untuk jalur pemisah yang dilengkapirambu.

(3) Lebarpemisah lajur diukur sesuai dengan jarak antara sisi dalam marka
garis tepi.

(2) Pemisahjalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas:
a. marka garis tepi;
b. jalur tepian; dan
c. bagian bangunan pemisah jalur yang ditinggikan.

(1) Pemisah jalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d digunakan
untuk memisahkan arus lalu lintas searah yang berbeda kecepatan
rencananya atau berbeda kecepatan operasionalnya atau berbeda
peruntukan jenis kendaraan yang diizinkan beroperasinya atau berbeda
kelas fungsijalannya.

Pasal 11

Paragraf4
Pemisah Jalur

(5) Lebar median diukur sesuai dengan jarak antara sisi dalam marka garis
tepi.

(4) Lebar median jalan ditetapkan maksimal 1,50 (satu koma lima puluh)
meter.

(3) Medianjalan terdiri atas:
a. marka garis tepi;
b. jalur tepian atau disebut juga bahu dalam; dan
c. bagian tengah median yang ditinggikanatau direndahkan.

(2) Mediansebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
a. median yang ditinggikan;dan
b. median yang direndahkan.

(1) Median sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c digunakan pada
jalan, berfungsi untuk memisahkan arus lalu lintas yang berlawanan
arah.

Pasal10

Paragraf 3
Median

. .
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(4) Jalur samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalur
yang sejajar dengan jalur lalu lintas utama yaitu jalur Jalan arteri atau
kolektor terletak disamping kiri dan/ atau kanan jalan dan dibatasi oleh
jalur pemisah:
a. jarak antarbukaan dari jalur samping ke jalan arteri primer dibatasi

sekurang-kurangnya 1 (satu) kilometerdan pada jalan arteri sekunder
sekurang-kurangnya 0,50 (noI koma lima puluh) kilometer;

b. jarak antarbukaan dari jalur samping ke jalan kolektor primer
dibatasi sekurang-kurangnya 0,50 (nol koma lima puluh) kilometer
dan pada Jalan kolektor sekunder sekurang-kurangnya 0,25 (nol
koma dua lima)kilometer;

(3) Khusus untuk jalan masuk dari tempat istirahat, dapat langsung masuk
ke jalan arteri atau kolektor dengan dilengkapi lajur perlambatan dan
lajur percepatan.

(2) Padajalan arteri dan kolektor,untuk memfasilitasijalan masuk dari jalan
lokal, jalan lingkungan, stasiun pengisian bahan-bakar umum,
pemberhentian bus, stasiun kereta api, tempat istirahat, harus dilengkapi
denganjalur samping.

(1) Jalan masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d
berwujudbukaan dari jalur sampingke jalan arteri atau kolektor.

Pasal14

BagianKeempat
Jalan Masuk

(4) Penetapan tingkat pelayanan perlu dikoordinasikan dengan Pembina
penyelenggaralalu lintas dan angkutan jalan sesuai status jalannya.

I;
•·~•l•<

(3) Nilaikapasitas jalan ditetapkan berdasarkan manual mengenai kapasitas
jalan yang berlaku untuk Indonesia.

(1) Kapasitas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c
untuk suatu ruas jalan dinyatakan oleh tingkat pelayanan yang
merupakan rasio antara volumelalu lintas terhadap kapasitas jalan yang
selanjutnya disebut RVKdan ditetapkan sebagai berikut:
a. RVKuntuk jalan arteri dan kolektor paling tinggi 0,85 (nol koma

delapan lima);dan
b. RVKuntuk jalan lokal dan lingkungan s 0,90 (nol koma sembilan

puluh).

Pasal 13

BagianKetiga
KapasitasJalan

Ketentuan mengenai konfigurasi lebar jalur lalu lintas, bahu jalan, serta
ilustrasi konfigurasi badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3)
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Bangunan pelengkap jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf f mencakup bangunan pelengkapJalan yang berfungsi sebagai:
a. jalur lalu lintas;

Pasal16

BagianKeenam
Bangunan PelengkapJalan

(7) Fasilitasberputar balik harus dilengkapidengan:
a. lajur perlambatan pada lajur pendekat masuk;
b. radius putar yang memadai untuk semua jenis kendaraan sesuai

dengan kelas penggunaanjalan; dan
c. lajur percepatan untuk bergabungdenganjalur utama.

(6) Pengaturan lalu lintas dapat berupa pengaturan prioritas, atau
pengaturan dengan bundaran, atau pengaturan dengan alat pemberi
isyarat lalu lintas.

(5) Lebar lajur pendekat persimpangan dapat diperkecil paling sedikit 2,75
(duakoma tujuh lima)meter.

(4) Untuk mempertahankan kecepatan operasional dan keseimbangan
kapasitas pada ruas jalan dan pada persimpangan, baik pada
persimpangan jalan arteri dengan jalan arteri maupun pada jalan arteri
dengan jalan kolektor, jumlah lajur jalan pada pendekat persimpangan
dapat ditambah dan persimpangandiatur dengan alat pengatur lalu lintas
yangmemadai.

(3) Pembatasan jarak antarpersimpangan pada jalan arteri primer hanya
berlaku pada jalan baru.

(2) Jarak antarpersimpangan sebidangdibatasi sebagaiberikut:
a. pada jalan arteri primer palingsedikit 3 (tiga)kilometer;dan
b. pada jalan arteri sekunder palingsedikit 1 (satu)kilometer.

(1) Persimpangan sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf e dapat merupakan pertemuan dua ruas jalan atau lebih dengan
hirarki fungsiyang sarna atau berbeda satu tingkat.

Pasal 15

BagianKelima
PersimpanganSebidangdan FasilitasBerputar Balik

(5) Jalur samping beserta jarak antar bukaan dari jalur samping ke jalan
utama pada jalan eksisting agar diupayakan untuk dilaksanakan
tergantung kondisi permasalahan lalu lintas dan ketersediaan
sumberdaya.

c. jalur samping beserta jarak antar bukaan dari jalur samping ke jalan
utama pada jalan baru dan jalan yang ditingkatkan wajib
dilaksanakan.
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(9) Pada saat pengoperasian jalan, kendaraan dilarang berhenti di atas
jembatan.

(8) Ruang bebas vertikal dan horizontal di bawah jembatan untuk lalu lintas
navigasidisesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

(7) Ruwasja untuk jembatan di hulu dan dihilir paling sedikit 100 (seratus)
meter atau ditentukan berdasarkan sifat dan morfologi sungai paling
sedikit 5 (lima)kelokan.

(6) Tinggi ruang bebas vertikal jembatan keatas paling rendah adalah 5,10
(lima koma sepuluh) meter, dan tinggi ruang bebas vertikal jembatan
kebawah paling rendah 1 (satu) meter dari bagian terbawah bangunan
jembatan.

(5) Khusus untuk fungsi jalan arteri, lebar badan jalan pada jembatan harus
sarna dengan lebar badan jalan pada bagian ruas jalan di luar jembatan.

(4) Lebarjalur lalu lintas pada jembatan harus sarna dengan lebar jalur lalu
lintas pada bagian ruas jalan di luar jembatan.

(3) Di kedua sisi jalur lalu lintas harus disediakan trotoar sebagai fasilitas
bagi pejalan kaki dan petugas pemeliharadengan lebar paling sedikit 0,50
(nolkoma lima puluh) meter.

(2) Dalam hal bahu jalan tidak diadakan, harus disediakan lajur tepian
dengan perkerasan yang berpenutup di kiri dan kanan jalur lalu lintas
paling sedikit 0,50 (nolkoma lima puluh) meter.

(1) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a harus
dilengkapidengan:
a. sistem drainase; dan
b. ruang untuk menempatkan utilitas.

Pasal18

Bangunan pelengkap jalan yang berfungsi sebagai jalur lalu lintas
sebagaimanadimaksud dalam Pasal16 huruf a mencakup:
a. jembatan;
b. lintas atas (flyovery;
c. lintas bawah (underpass);
d. jalan layang (elevated road); dan
e. terowongan.

Pasal 17

Paragraf 1
Bangunan PelengkapJalan YangBerfungsiSebagaiJalur LaluLintas

b. pendukung konstruksi jalan; dan
c. fasilitas lalu lintas dan fasilitas pendukung penggunajalan;
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(7) Tinggiruang bebas vertikallintas bawah paling rendah 5,10 (limakoma
sepuluh)meter dari permukaan perkerasan jalan.

(6) Lebarbadan jalan lintas bawah paling sedikit 8 (delapan)meter.

(5) Lebartrotoar paling kecilyang harus disediakan di kedua sisi badan jalan
untuk pejalan kaki dalam keadaan darurat dan untuk akses bagi petugas
pemeliharaan adalah 0,50 (nolkoma lima puluh) meter.

(4) Dalamhal bahu jalan tidak diadakan, maka harus disediakan lajur tepian
di kanan kiri jalur lalu lintas paling sedikit 0,50 (nol koma lima puluh)
meter.

(3) Fasilitasuntuk keadaan darurat mencakup:
a. fasilitas pintu darurat denganjalur evakuasi;
b. fasilitas pemadam kebakaran; dan
c. fasilitas air/hidran.

(2) Fasilitas untuk keadaan darurat wajib diadakan pada lintas bawah
dengan panjang paling sedikit 500 (limaratus) meter.

Lintas bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c harus
dilengkapidengan:
a. sistem drainase;
b. tempat pemasangan utilitas;
c. sistem penerangan jalan umum; dan
d. fasilitas untuk keadaan darurat.

Pasal20

Tinggi ruang bebas vertikal lintas atas paling rendah 5,10 (lima koma
sepuluh)meter dari permukaan perkerasan jalan.

Lebarbadan jalan lintas atas paling sedikit 8 (delapan)meter.(4).
, (5)
;

.,.,

(1)

(3) Di kedua sisi badan jalan lintas atas, harus disediakan trotoar untuk
pejalan kaki dalam keadaan darurat dan untuk akses bagi petugas
pemeliharaan dengan lebar palingkecil0,50 (nolkoma lima puluh) meter.

(2) Oalamhal bahu jalan tidak diadakan, maka harus disediakan lajur tepian
di kiri dan kanan jalur lalu lintas paling sedikit 0,50 (no1 koma lima
puluh)meter.

(1) Lintas atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b harus
dilengkapidengan:
a. sistem drainase; dan
b. tempat pemasangan utilitas.

Pasal19

(10) Permukaan jalan pendekat dan lantai jembatan harus direncanakan dan
dipelihara sedemikian sehinggatidak menyebabkan ketidak-rataan.
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(7) Perencanaan bangunan terowongan harus memperhatikan kebutuhan
ruang minimumyang harus disediakan untuk semua fasilitas dan unsur
arsitektur yangmemadai.

(6) Fasilitasuntuk keadaan darurat mencakup :
a. fasilitaspintu darurat dan jalur evakuasi;
b. fasilitaspemadam kebakaran; dan
c. fasilitas air/hidran.

(5) Sistim aliran udara buatan dapat tidak dilengkapipada terowongan
dengan lalu lintas harian rata-rata tahunan < 6.000 (enam ribu)
kendaraan per hari.

(4) Sistimaliran udara buatan harus diadakan pada terowongan:
a. dengan panjang paling sedikit 300 (tiga ratus) meter dan lalu lintas

harian rata-rata tahunan ;::6.000 (enam ribu) kendaraanjhari atau
75%(tujuh puluh lima persen)kapasitas jalan;

b. dengan panjang 1.000 (seribu)meter atau lebih.

(3) Terowongandapat dibangun untuk masing-rnasingarah lalu lintas.

(2) Kelandaian jalur lalu lintas di dalam terowongan maksimum 3% (tiga
persen).

Terowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e harus
dilengkapidengan:
a. sistem drainase;
b. tempat pemasangan utilitas;
c. sistem aliran udara buatan;
d. sistem penerangan jalan umum; dan
e. fasilitasuntuk keadaan darurat.

Pasa122

Tinggiruang bebas vertikal jalan layang paling rendah 5,10 (limakoma
sepuluh)meter dari permukaan perkerasan jalan.

Lebarbadan jalan pada jalan layangpalingsedikit 8 (delapan)meter.

Di kedua sisi badan jalan pada jalan layang, harus disediakan trotoar
untuk pejalan kaki dalam keadaan darurat dan untuk akses bagi petugas
pemeliharaan dengan lebar paling sedikit 0,50 (nol koma lima puluh)
meter.

(2) Dalam hal bahu jalan tidak diadakan, harus disediakan lajur tepian di
kiri dan kanan jalur lalu lintas paling sedikit 0,50 (nolkoma lima puluh)
meter.

(1) Jalan layang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d harus
dilengkapidengan:
a. sistem drainase; dan
b. tempat pemasangan utilitas.

Pasal21
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(5) Dalam hal tertentu saluran tepi Jalan dapat juga berfungsi sebagai
saluran lingkungan dengan izin dari PenyelenggaraJalan.

(4) Dimensi saluran tepi jalan harus mampu mengalirkan debit air
permukaan maksimum dengan periodeulang:
a. paling sedikit 10 (sepuluh) tahunan untuk jalan arteri dan kolektor;

dan
b. paling sedikit 5 (lima)tahunan untuk jalan lokal dan lingkungan.

(3) Saluran tepi jalan harus dalam bentuk tertutup jika digunakan pada
Jalan di wilayahperkotaan yang berpotensi dilalui pejalan kaki.

(2) Saluran tepi jalan dapat dibuat dari galian tanah biasa atau diperkeras
dan/ atau dibuat dari bahan yang awet serta mudah dipelihara, sesuai
dengan kebutuhan fungsi pengaliran.

(1) Saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a
merupakan saluran untuk menampung dan mengalirkan air hujan atau
air yang ada di permukaan jalan, bahu jalan, dan jalur lainnya serta air
dari drainase di bawah mukajalan, di sepanjang koridorjalan.

Pasa124

Bangunan pelengkap jalan sebagai pendukung konstruksi jalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 huruf b melingkupi:
a. saluran tepi jalan;
b. gorong-gorong;dan
c. dindingpenahan tanah.

Pasal23

Paragraf 2
Bangunan PelengkapJalan SebagaiPendukung Konstruksi Jalan

(12) Panjang jalan keluar terowongan sampai ke persimpangan jalan paling
sedikit 300 (tiga ratus) meter, digunakan untuk penempatan rambu lalu
lintas yang diperlukan.

(11) Tinggiruang bebas vertikal di dalam terowonganpaling rendah 5,10 (lima
koma sepuluh) meter dari permukaan perkerasan jalan.

(10) Lebar badan jalan di dalam terowongan sekurang-kurangnya 8 (delapan)
meter.

(9) Di kedua sisi badan jalan, harus disediakan trotoar untuk pejalan kaki
dalam keadaan darurat dan untuk akses bagi petugas pemeliharaan
dengan lebar paling keeil 0,50 (nolkoma lima puluh) meter.

(8) Dalam hal bahu jalan tidak diadakan, harus disediakan lajur tepian di
kiri dan kanan jalur lalu lintas paling sedikit 0,50 (nol koma lima puluh)
meter.
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Bangunan pelengkapjalan sebagai fasilitas lalu lintas dan fasilitas pendukung
penggunajalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:
a. jembatan penyeberangan pejalan kaki;

Pasal27

Paragraf 3
Bangunan PelengkapJalan SebagaiFasilitas Lalu Lintas

dan Fasilitas Pendukung PenggunaJalan

(6) Bagian sisi terluar dinding penahan tanah harus berada dalam atau pada
batas Rumija.

(5) Dindingpenahan tanah harus dilengkapisistem drainase.

(4) Dinding penahan tanah harus dibangun dengan konstruksi yang awet
dan mudah dipelihara serta dengan faktor keamanan yang memadai.

(3) Dinding penahan tanah harus mampu menahan gaya vertikal dan
horizontal yang menjadi bebannya, sesuai dengan pertimbangan
mekanika tanah dan geoteknik.

(2) Dindingpenahan tanah dapat digunakan untuk menyokongbadan jalan
yang berada di lereng atau di bawah permukaan jalan.

(1) Dindingpenahan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c
merupakan bangunan konstruksi untuk menahan beban tanah ke arah
horisontal dan vertikal.

Pasal26

(4) Gorong-gorongharus mampu mengalirkan debit air paling besar, sesuai
dengan luas daerah tangkapan air hujan:
a. untuk tangkapan air hujan pada Rumija, periode hujan rencana yang

diperhitungkan untuk dialirkan melalui gorong-gorong:
l. paling sedikit 10 (sepuluh) tahunan untuk jalan arteri dan

kolektor;dan
2. paling sedikit 5 (lima)tahunan untuk jalan lokal dan lingkungan.

b. untuk air yang dialirkan melalui drainase lingkunganjsaluran alam,
maka periode ulang hujan rencana yang diperhitungkan adalah 25
(dua puluh lima)tahunan.

(3) Konstruksi kepala gorong-gorongharus berbentuk sedemikian sehingga
tidak menjadi objek penyebab kecelakaan.

(2) Gorong-gorongharus dibangun dengan konstruksi yang awet dan harus
direncanakan untuk melayani paling sedikit 20 (dua puluh) tahun, serta
mudah dipelihara secara rutin.

(1) Gorong-gorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b
merupakan saluran air di bawah permukaan jalan berfungsi mengalirkan
air dengan cara memotongbadan jalan secara melintang.

Pasa125
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(5) Terowongan penyeberangan pejalan kaki harus dilengkapi dengan
penerangan yang memadai.

(4) Tinggi paling rendah terowongan penyeberangan pejalan kaki 3 (tiga)
meter.

(3) Lebarpaling keeil terowonganpenyeberanganpejalan kaki 2,5 (dua koma
lima) meter dengan kelandaian tangga paling besar 20° (dua puluh
derajat).

(2) Terowonganpenyeberangpejalan kaki harus dibangun dengan konstruksi
yang kuat dan mudah dipelihara.

(1) Terowonganpenyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 huruf b merupakan bangunan terowongan melintang dibawah
permukaan Jalan diperuntukkan bagi pejalan kaki yang menyeberang
dari satu sisi jalan ke sisi jalan yang lainnya.

Pasal29

(7) Lokasi dan bangunan jembatan penyeberang pejalan kaki harus sesuai
dengan kebutuhan pejalan kaki dan estetika.

(6) Desain jembatan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan
ketentuan teknis.

(5) Pada bagian tengah tangga jembatan penyeberangan pejalan kaki harus
dilengkapibagian rata yang dapat digunakan sebagai fasilitas untuk kursi
roda bagi penyandang cacat/ disabilitas.

(4) Jembatan penyeberangan pejalan kaki harus dilengkapi dengan pagar
yang memadai dan dilengkapi Penerangan Jalan Umum paling sedikit 4
(empat) unit, untuk kondisi tertentu Penerangan Jalan Umum dapat
disesuaikan kebutuhan.

(3) Jembatan penyeberangan pejalan kaki memiliki lebar paling sedikit 2
(dua)meter dan kelandaian tangga palingbesar 20° (dua puluh derajat).

(2) Jembatan penyeberang pejalan kaki harus dibangun dengan konstruksi
yang kuat dan mudah dipelihara.

(1) Jembatan penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 huruf a merupakan bangunan jembatan yang diperuntukkan
untuk menyeberang pejalan kaki dari satu sisi jalan ke sisi jalan yang
lainnya.

Pasal28

b. terowonganpenyeberangan pejalan kaki;
c. pulau jalan;
d. trotoar;
e. tempat parkir dibadan jalan; dan
f. teluk bus yang dilengkapihalte.
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(2) Pengaturan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Tempat parkir di badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
huruf e merupakan bangunan pelengkap jalan yang berfungsi sebagai
fasilitasuntuk kendaraan berhenti di luar badan jalan.

Pasal32

(7) Pada akses ke persil, ketinggian/kelandaian trotoar bagian tengah tidak
boleh diturunkan, kelandaian boleh dilakukan kearah melintang trotoar
searah kendaraan masuk pada awal akses atau akhir akses.

(6) Trotoar ditempatkan dalam Rumaja atau dalam Rumija, tergantung dari
ruang yang tersedia.

(5) Bagiansisi dalam trotoar harus diberi kerb.

(4) Bagianatas trotoar harus lebih tinggidari jalur lalu lintas.

(3) Trotoar harus dibangun dengan konstruksi yang kuat dan mudah
dipelihara.

(2) Trotoarharus dirancang denganmemperhatikan :
a. aksesibilitas bagi penyandang cacat;
b. adanya kebutuhan untuk pejalan kaki; dan
c. unsur estetika yang memadai.

(1) Trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d merupakan
bangunan yang ditinggikan sepanjang tepi jalan yang diperuntukkan bagi
lalu lintas pejalan kaki.

Pasal31

(5) Pulau jalan dapat dimanfaatkan untuk ruang hijau dan fasilitas lainnya
yangmempunyai nilai estetika sepanjang tidak mengganggufungsiJalan.

(4) Bagian dari pulau jalan terdiri atas marka garis, marka chevron, lajur
tepian, dan bangunan yang ditinggikan.

(3) Sisi luar bangunan pulau jalan diharuskan menggunakan kerb.

(2) Pulau jalan harus dibangun dengan konstruksi yang awet dan mudah
dipelihara.

(1) Pulau jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c merupakan
bangunan di jalur lalu lintas yang ditinggikan yang tidak dilalui oleh
kendaraan bermotor, berfungsi sebagai kanal, memisahkan, dan
mengarahkan arus lalu lintas.

Pasa130

(6) Terowonganpenyeberang pejalan kaki harus mempertimbangkan fasilitas
sistem aliran udara sesuai dengan kebutuhan.
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(6) Perlengkapanjalan terdiri atas:
a. perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan;

dan
b. perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna

jalan.

(5) Dalamhal perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)yang
tidak memenuhi persyaratan teknis wajibdiganti.

(4) Perlengkapanjalan wajib dipasang kembali pada peningkatan jalan lama
sepanjang masih memenuhi persyaratan teknis.

(3) Perlengkapanjalan pactapembangunan jalan baru dan peningkatan jalan
lama dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Perlengkapanjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa:
a. rambu lalu lintas;
b. marka jalan;
c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
d. lampu penerangan jalan umum;
e. alat pengendali dan pengaman penggunajalan; dan
f. alat pengawas dan pengaman jalan.

(1) J alan wajib dilengkapi dengan perlengkapanjalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2)huruf g.

Pasal34

BagianKetujuh
PerlengkapanJalan

(5) Perkerasan jalan di dalam teluk bus harus lebih kuat 1,5 (satu koma
lima)kali dari perkerasan pada jalur lalu lintas."',

4
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(4) Fasilitas trotoar yang melintas teluk bus yang dilengkapi halte, harus
tetap ada dan menerus.

(3) Jarak an tara teluk bus yang dilengkapi halte, disepanjang koridor jalan
yang potensi penggunaannya cukup banyak, paling dekat 500 (lima ratus)
meter.

(2) Ruas Jalan yang dilewati trayek angkutan umum dapat dilengkapi teluk
bus yang dilengkapi halte.

(1) Teluk bus yang dilengkapi halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
huruf f merupakan bangunan di sisi jalan berbentuk teluk yang
dilengkapi tempat berteduh, diluar jalur lalu lintas, diperuntukkan bagi
bus untuk berhenti sementara menurunkan dan menaikan penumpang,
dan menunggu calon penumpang bus.

Pasal33
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Perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 34 ayat (6)huruf b meliputi:
a. patok pengarah;
b. pagar pengaman;
c. patok kilometerdan patok hektometer;
d. patok rumija;
e. pagar jalan;
f. peredam silau; dan
g. tempat istirahat.

Pasal36

Paragraf2
PerlengkapanJalan YangTidakBerkaitan LangsungDenganPengguna

(5) Ketentuan teknis perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan
pengguna jalan baik wajib maupun tidak wajib berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tianglampu penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dipasang di sisi luar badan Jalan danzatau pada bagian tengah
medianjalan.

(3) Perlengkapan jalan tidak wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan lampu penerangan jalan umum, kecuali menjadi
wajibpada tempat sebagai berikut:
a. persimpangan;
b. tempat yang banyak pejalan kaki;
c. tempat parkir; dan
d. daerah dengan jarak pandang yang terbatas.

(2) Perlengkapan jalan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a. aturan perintah dan larangan yang dinyatakan dengan rambu jalan,

marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
b. petunjuk dan peringatan yang dinyatakan dengan rambu dan tanda­

tanda lain; danZatau
c. fasilitas pejalan kaki di jalan yang telah ditentukan.

(1) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan penggunajalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal34 ayat (6)huruf a meliputi:
a. perlengkapanjalan wajib;dan
b. perlengkapanjalan tidak wajib.

Pasa135

Paragraf 1
PerlengkapanJalan YangBerkaitan LangsungDenganPengguna

Perlengkapan jalan dapat diberikan asesories yang bercirikan Jawa
Tengahsepanjang tidak menggangufungsijalan dan penggunajalan.

(7)
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(1) Patok kilometer sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf c adalah
patok yang menginformasikan panjang jalan dan/ atau jarak dari kota
atau simpul tertentu.

Pasal39

(5) Pagar pengaman dilengkapi dengan tanda dari bahan bersifat reflektif
denganwarna sesuai dengan warna patok pengarah pada sisi yang sama.

(4) Pemilihanjenis pagar pengaman harus mempertimbangkan:
a. kecepatan rencana;
b. ruang yang tersedia untuk mengakomodasikan defleksi pagar saat

terjadi tabrakan;
c. memiliki kekuatan yang bisa menahan laju kendaraan yang hilang

kendali;
d. dapat mengurangi dampak tabrakan tanpa menimbulkan kecelakaan

yang lebih parah;
e. dapat mengarahkan kembali kendaraan yang hilang kendali ke jalur

lalu lintas dengan baik.

(3) Pagar pengaman dipasang pada tepi luar badan jalan dengan jarak paling
dekat 0,60 (nolkoma enam puluh) meter dari marka tepi jalan.

(2) Pagarpengaman secara fisikbisa berupa:
a. pagar rel yang bersifat lentur (guardraiij;
b. pagar kabel (wire rope); dan
c. pagar beton yang bersifat kaku seperti beton penghalang lalu lintas

(concrete barrier/jersey berrien.

(1) Pagar pengaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b
berfungsi untuk melindungi daerah atau bagian jalan yang
membahayakan bagi lalu lintas, digunakan pada daerah seperti adanya:
a. jurang atau lerengdengan kedalaman lebih dari 5 (lima)meter;
b. tikungan pada bagian luar jalan dengan radius tikungan lebih dari 30

(tigapuluh) meter; dan
c. bangunan pelengkapjalan tertentu.

Pasal38

(4) Patok pengarah pada bagian ujungnya harus dilengkapi dengan bahan
bersifat reflektif.

Patok pengarah yang terbuat dari logam yang jika tertabrak oleh
kendaraan yang hilang kendali tidak membahayakan kendaraan tersebut.

(2)

(3)

Patokpengarah dipasang pada sisi luar badan jalan.

Patok pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a berfungsi
untuk memberi petunjuk arah yang aman dan batas jalur jalan yang bisa
digunakan sebagai pelayanan bagi lalu lintas.

(1)

Pasal37
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(1) Bangunan peredam silau sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf f
berfungsi untuk melindungi atau menghalangi mata pengemudi dari
kesilauan terhadap sinar lampu kendaraan yang berlawanan arah.

Pasal43

(2) Pagar jalan dipasang sesuai dengan kebutuhan dan harus seizin
PenyelenggaraJalan.

(1) Pagar jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e berfungsi
untuk melindungi bangunan atau daerah tertentu seperti:
a. bangunan pelengkapjalan;
b. jalur pejalan kaki; dan
c. daerah tertentu yang bisa membahayakan lalu lintas.

Pasal42

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)diatur dengan Peraturan Gubernur.

(2) Setiap orang yang menebang pohon ayoman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)wajibmemperolehizin dari Gubemur.

(1) Pohon ayoman ditanamjditempatkan pada Rumija selama tidak meng­
ganggufungsijalan.

Pasal41

(3) Patok Rumija secara fisik bisa berupa patok beton atau patok besi, diberi
warna dasar dan tulisan mengenai status Rumija yang bisa dibaca
dengan jelas.

(2) Patok Rumija dipasang dikedua sisi Jalan sepanjang koridor jalan, setiap
jarak 50 (limapuluh) meter.

(1) PatokRumija sebagaimana dimaksud pada Pasal36 huruf d adalah patok
pembatas antara lahan milik Jalan yang dikuasai Penyelenggara Jalan
atas nama negara dengan lahan di luar Rumija.·~
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Pasa140

(5) Diantara patok kilometer harus dipasang patok hektometer yang berjarak
setiap 100 (seratus) meter.

(4) Patok kilometer dilengkapi warna dasar dan tulisan yang bisa terbaca
denganjelas.

(3) Patokkilometer secara fisik bisa berupa kolombeton atau papan rambu.

(2) Patok kilometer dipasang disisi luar badan jalan diluar saluran tepi atau
diambang pengaman ruang manfaat jalan, apabila dipasang pada median
jalan maka jarak dari marka tepi jalan paling dekat 0,6 (nol koma enam)
meter, di sepanjang koridorjalan pada setiap jarak 1 (satu) kilometer.
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(3) Penyelenggara Jalan wajib memprioritaskan terwujudnya ketidak
terputusan fungsi jalan.

(2) Fungsi jalan arteri atau jalan kolektor yang memasuki wilayah perkotaan
harus tidak terputus.

(1) Ketidak terputusan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf i dalam setiap jaringan jalan baik dalam sistem primer
maupun sekunder adalah keterhubungan antar pusat kegiatan pada
tingkat Nasional sampai dengan tingkat lokal dan mencapai persil secara
berkesinambungan.

Pasal47

Bagian Kesernbilan
Ketidakterputusan Fungsi Jalan

(2) Penggunaan jalan untuk laIu lintas dan angkutan jalan diatur dan
dilaksanakan oleh penyelenggara laIu lintas dan angkutan jalan.

(1) Penggunaan jalan untuk lalu Iintas dan angkutan umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h harus sesuai dengan fungsi
jalan,

Pasa146

Bagian Kedelapan
Penggunaan J alan Sesuai Dengan Fungsinya

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan jalan diatur dengan Peraturan
Gubernur.

Pasal45

(3) Tempat istirahat paling sedikit dilengkapi dengan jalan masuk dan jalan
keluar ke jalan arteri, fasilitas tempat parkir yang memadai untuk semua
jenis kendaraan, dan fasilitas umum.

(2) Tempat istirahat harus diadakan pada jalan arteri apabila dalam 25 (dua
puluh lima) kilometer tidak terdapat tempat perhentian atau permukiman
atau temp at umum yang lain yang dapat dipakai istirahat.

(1) Tempat istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g
merupakan fasilitas yang disediakan untuk pengguna jalan arteri primer,
dan harus berada di luar Rumaja.

PasaI44

(3) Peredam silau dipasang dibagian tengah dari median.

(2) Peredam silau dipasang pada:
a. jalan raya;
b. jalan yang berpotensi menimbulkan silau bagi pengemudi.
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(2) Spesifikasipenyediaan prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri atas:
a. jalan sedang, yaitu jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang

dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, jumlah dan lebar
jalur lalu-lintas 2x3,50 (dua kali tiga koma lima puluh) meter; dan

b. jalan kecil, yaitu jalan umum untuk melayani lalu lintas setempat,
dengan jumlah dan lebar jalur lalu-lintas 2x2,75 (dua kali dua koma
tujuh puluh lima)meter.

(1) Kelasjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)huruf b dibagi
atas:
a. spesifikasipenyediaan prasarana jalan; dan
b. penggunaan jalan yang ditetapkan berdasarkan fungsi dan intensitas

lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan
kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasa150

BagianKetiga
KelasJalan

Fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a terdiri
atas:
a. jalan arteri;
b. jalan kolektor;
c. jalan lokal;
d. jalan lingkungan.
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Pasal49

BagianKedua
Fungsi J alan

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur detail tentang pelaksanaan
perencanaan teknis jalan diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

-

,.

(2) Setiap perencanaan teknis jalan baik yang dilakukan perorangan maupun
oleh Badan Hukum termasuk Pemerintah Daerah harus mengacu kepada
persyaratan teknis Jalan dan memenuhi Kriteria Perencanaan Teknis
Jalan.

(1) Tahapan perencanaan teknis jalan meliputi:
a. perencanaan teknis awal:
b. kajian kelayakan jalan (feasibility study);
c. perencanaan teknis akhir (Final EngineeringDesign.

Pasa148

BagianKesatu
Umum

BABVI
KRITERIA PERENCANAAN TEKNIS JALAN
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(5) Tinggiruang bebas bagi semua jalan arteri dan kolektor pada lintas atas,
lintas bawah, jalan layang, dan terowonganpaling rendah 5 (lima)meter,
serta kedalaman ruang bebas sesuai dengan kebutuhan pengamanan
konstruksi.

(4) Tinggiruang bebas bagi semua kelas jalan yang sebidang dengan tanah
paling rendah 5 (lima)meter, serta kedalaman paling rendah 1,50 (satu
koma lima puluh) meter dari muka perkerasan jalan.

(3) Ambangpengaman jalan yang dimaksudkan pada ayat (1)berupa bidang
tanah darr/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara
tepi badan jalan dan batas Rumaja yang hanya diperuntukkan bagi
pengamanan konstruksi jalan, palingkeci11 (satu)meter.

(2) Rumaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi
perkerasan jalan, median, jalur pemisah jalan, bahu jalan, trotoar,
saluran tepi dan gorong-gorong, lereng tepi badan Jalan, bangunan
pelengkapjalan, dan perlengkapan jalan, yang tidak boleh dimanfaatkan
untuk prasarana perkotaan atau keperluan utilitas atau yang lainnya
tanpa izin tertulis dari PenyelenggaraJalan.

(1) Rumaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a meliputi badan
jalan, saluran tepi jalan untuk drainase permukaan, talud timbunan atau
talud galian dan ambang pengaman jalan yang dibatasi oleh tinggi dan
kedalaman tertentu dari muka perkerasan.

Pasal52

Bagian-bagian jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c
terdiri dari:
a. Rumaja;
b. Rumija;dan
c. Ruwasja.

Pasa151

BagianKeempat
Bagian-bagian Jalan

(3) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
atas:
a. jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang

dapat dilalui kendaraan bermotor dengan lebar paling besar 2,50 (dua
koma lima puluh) meter, panjang paling besar 12 (dua belas) meter,
tinggi paling besar 4,20 (empat koma dua puluh) meter, dan muatan
sumbu terberat 8 (delapan)ton; dan

b. jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang
dapat dilalui kendaraan bermotor dengan lebar paling besar 2,10 (dua
koma sepuluh) meter, panjang paling besar 9 (sembilan)meter, tinggi
paling besar 3,50 (tiga koma lima puluh] meter, dan muatan sumbu
terberat 8 (delapan)ton.
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(4) Ruwasja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada Jalan yang melalui
terowongan dan lintas bawah harus memiliki lebar yang disesuaikan
dengan kebutuhan pengamanan konstruksi.

(3) Ruwasja sebagaimana dimaksud pada ayat (2),pada daerah bagian jalan
yangmenikung ditentukan oleh lebar daerah kebebasan sampingjalan.

(2) Ruwasja diperuntukkan bagi pemenuhan pandangan bebas pengemudi,
ruang bebas bagi kendaraan yang mengalami hilang kendali, dan
pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsijalan.

(1) Ruwasja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e merupakan
ruang tertentu di luar Rumija, dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu,
penggunaannya ada di bawah pengawasanPenyelenggaraJalan.

Pasal54

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata eara memperoleh izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (7)diatur dengan Peraturan Gubernur.

(7)

Setiap orang yang memanfaatkan Rumija di bawah jalan layang
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memperoleh izin dari
Gubernur.

(6)

Rumija di bawah kolongjalan layang dapat dimanfaatkan untuk parkir
kendaraan, ruang terbuka hijau, lapangan olahraga, dan kantor
pengoperasian jalan, dengan syarat tidak mengganggu keselamatan,
kelanearan lalu lintas, dan keamanan konstruksi.

(5)

Bangunan utilitas dapat ditempatkan di dalam Rumija namun sekurang­
kurangnya pada batas terluar ruang manfaat jalan sesuai dengan
pedomanpemanfaatan ruang jalan yang berlaku.

(4)

Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain digunakan untuk
ruang manfaat jalan, bisa dimanfaatkan untuk;
a. pelebaran jalan atau penambahan lajur lalu lintas di masa yang akan

datang;
b. kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan;
e. ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan;
d. kebutuhan ruang untuk penempatan utilitas.

(3)

Rumijasebagaimana dimaksud pada ayat (1),harus memilikilebar paling
sedikit 15 (limabelas) meter untuk jalan sedang dan 11 (sebelas)meter
untuk jalan keeil, dikuasai oleh PenyelenggaraJalan dengan suatu hak
tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diberi tanda
patok Rumijasebagai batas yang ditetapkan oleh PenyelenggaraJalan.

(2)

Rumijasebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b merupakan ruang
sepanjang jalan, dibatasi oleh lebar yang ditetapkan oleh Penyelenggara
Jalan dan menjadimiliknegara.

(1)

Pasa153
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(4) Volumelalu lintas rencana untuk perencanaan perkerasan jalan meliputi:
a. jumlah kumulatif lalu lintas kendaraan yang dalam satuan lintasan

ekuivalen sumbu as tunggal 8,16 (delapan koma enam belas) ton
yang diperkirakan akan menggunakan Jalan tersebut se1ama usia
perencanaannya;

(3) Faktor jam sibuk dan faktor pertumbuhan lalu lintas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan oleh Gubemur berdasarkan
kondisi pertumbuhan lalu lintas.

(2) Volumelalu lintas rencana untuk perencanaan geometrikjalan meliputi:
a. volume lalu lintas harian rata-rata tahunan rencana yang dihitung

berdasarkan lalu lintas harian rata-rata saat ini yang diproyeksikan
ke masa yang akan datang sesuai dengan usia rencana dan faktor
pertumbuhan lalu lintas; dan

b. volume lalu lintas jam perencanaan yang dihitung berdasarkan
volumelalu lintas harian rata-rata tahunan rencana dikalikan dengan
faktorjam sibuk.

(1) Volume lalu lintas rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56,
dibedakan untuk perencanaan geometrikjalan dan untuk perencanaan
perkerasan jalan.

Pasal57

Muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan kapasitas jalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e untuk setiap perencanaan teknis
jalan harus ditetapkan.

Pasal56

BagianKeenam
Muatan Sumbu Terberat, volumelalu lintas, dan kapasitas jalan

(4) Lebar badan jalan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan, dengan lebar
palingkecil serta konfigurasinyadiatur dalam Persyaratan TeknisJalan.

(3) Dimensijalan ditetapkan berdasarkan:
a. lalu lintas harian rata-rata tahunan yang direncanakan; dan
b. kelas jalan.

(2) Dimensi jalan terdiri dari badan jalan yang didalamnya memuat jalur
lalulintas, bahu jalan, median, dan jalur pemisah jika diperlukan.

(1) Dimensi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d
untuk setiap perencanaan teknis jalan harus ditetapkan sesuai dengan
kelasjalan.

Pasal55

BagianKelima
DimensiJalan

LebarRuwasja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditentukan dari sisi
luar Rumija dengan lebar paling sedikit15 (limabelas) meter untuk jalan
arteri sedang, 5 (lima)meter untuk kolektorsedang.

(5)
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(2) Elemenperencanaan geometrikjalan yang meliputi alinyemen horizontal,
alinyemen vertikal, dan potongan melintang jalan untuk jalan sedang
diatur sebagai berikut :
a. alinyemendatar 6 % (enampersen);
b. alinyemenbukit 7% (tujuh persen);
c. alinyemengunung 10% (sepuluh persen)

(1) Persyaratan Geometrikjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3) huruf f untuk setiap perencanaan Jalan harus mengikuti kaidah
geometrikjalan yang berasaskan keselamatan lalu lintas.

Pasa159

BagianKetujuh
Persyaratan GeometrikJalan

(6) Tata cara perhitungan tingkat pelayanan jalan rencana mengacu kepada
manual mengenaikapasitas jalan.

(5) Tingkatpelayanan dievaluasipaling lama setiap 5 (lima)tahun.

(4) Pelaksanaan konstruksi jalan untuk pencapaian tingkat pelayanan dapat
dilakukan secara bertahap.

(3) Usia rencana tingkat pelayanan ditentukan:
a. paling sedikit 10 (sepuluh)tahun untukjalan arteri dan kolektor;
b. paling sedikit 5 (lima)tahun untuk Jalan lokal dan jalan lingkungan.

(2) Pada saat RVKsuatu ruas jalan sudah mencapai batas tingkat pelayanan
sampai dengan 100 (seratus)jam dalam setahun 1,14%(satu koma empat
belas persen) dari waktu pelayanan atau rata-rata 16 (enam belas) menit
dalam satu hari, maka kapasitas ruas jalan tersebut harus ditingkatkan.
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(1) Kapasitas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 adalah
kemampuan Jalan untuk melayani lalu lintas selama usia pelayanan
dengan tingkat pelayanan yang tidak melampaui batas RVKpada akhir
usia pelayanannya.

Pasal58

b. jumlah kumulatif lalu lintas kendaraan dinyatakan dalam jumlah
kumulatif satuan perusakan perkerasan oleh berat beban kendaraan
yangmelalui Jalan tersebut;

c. satuan perusakan perkerasan oleh kendaraan (vehicle damaging
factor] ditetapkan berdasarkan kondisi lalu lintas aktual yang diukur
langsung dan dinyatakan dalam satuan lintasan ekuivalen sumbu as
tunggal 8,16 (delapankoma enam belas) ton; dan

d. jikavehicle damaging factor tidak ditetapkan berdasarkan lalu lintas
aktual, satuan perusakan perkerasan oleh berat beban kendaraan
ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disetujui oleh
PenyelenggaraJalan.
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(2) Setiap Jalan wajibmemenuhi ketentuan perlengkapan jalan.

(I) Perlengkapanjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)huruf i
harus direncanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan
prioritas mewujudkan keselamatan lalu lintas.

Pasa162

BagianKesepuluh
PerlengkapanJalan

(4) Dalamhal tidak terdapat saluran alam atau saluran buatan pada medan
datar, maka jarak antar gorong-gorongpalingjauh 300 (tigaratus) meter.

(3) Jembatan harus direncanakan berdasarkan beban aksi dan beban tetap,
beban mati tambahan, beban lalu lintas, aksi lingkungan, aksi-aksi
lainnya.

(2) Konstruksi jembatan harus direncanakan paling singkat 50 (limapuluh)
tahun.

(1) Konstruksi bangunan pelengkap jalan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (3) huruf h harus direncanakan mengikuti kaidah teknis
yangmemadai dan memenuhi Persyaratan Teknis Jalan.

Pasal61

BagianKesembilan
Konstruksi Bangunan PelengkapJalan

(3) Perencanaan konstruksi jalan mengacu kepada pedoman perencanaan
perkerasan jalan yang berlaku.

(2) Konstruksi perkerasan terdiri dari lapis penopang, tanah dasar, lapis
pondasi, lapis penutup.

(1) Konstruksi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g
harus diperhitungkan untuk mampu melayani beban lalu lintas rencana
sebagaimana diatur dalam Pasal 55.

Pasal60

BagianKedelapan
Konstruksi Jalan

(3) Pengecualian ketentuan elemen perencanaan geometrik jalan dapat
dilakukan dengan membuktikan bahwa pengecualian tersebut mampu
memberikan keselamatan bagi pengguna jalan dan atas persetujuan dari
PenyelenggaraJalan.
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(2) Wewenangpenyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai

terjadinya tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda

pengenal diri tersangka;

(1) Pejabat Penyidik PegawaiNegeriSipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah ini.

Pasa165

BABVII
KETENTUANPENYIDIKAN

(3) PenyelenggaraJalan harus mengusahakan tersedianya ruang bebas.

(2) Ruang bebas diukur mulai dari batas terluar badan jalan sampai dengan
batas luar Ruwasja.

(1) Ruang bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf k
merupakan ruang yang dikosongkan dari segala bentuk bangunan atau
penghalang atau bentuk muka tanah yang dapat mencederai berat
pengguna jalan atau memperparah luka akibat kecelakaan kendaraan
yang keluar dari badan jalan.

Pasa164

Bagian Keduabelas
Ruang Bebas

(3) Integrasi pertimbangan lingkungan dilakukan dengan memasukkan
rekomendasi lingkungan yang terdapat di dalam AMDALjUKLjUPLjSPPL
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ke dalam Perencanaan Teknis Rinci.

Setiap perencanaan teknis jalan harus dilengkapi dengan dokumen
Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)atau Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) atau Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3) huruf j wajib dipertimbangkan untuk setiap Perencanaan Teknis
Jalan.

(1)

Pasal63

Bagian Kesebelas
Kelestarian LingkunganHidup
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(2) Sertifikat hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan
untuk menjamin kepastian hukum atas tanah yang sudah dikuasai oleh
Pemerintah Daerah.

(1) Tanah hasil pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 wajib
memilikisertifikat hak atas tanah.

Pasa168

(2) Pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam rangka melaksanakan pembangunan jalan danjatau pelebaran
jalan Pemerintah Daerah dapat melakukan pengadaan tanah.

Pasa167

BABIX
KETENTUANLAIN-LAIN

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan
pelanggaran.

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (6)dianeam pidana kurungan paling
lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).

Pasal66

BABVIII
KETENTUANPIDANA

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya

dengan pemeriksaan perkara;
h. melakukan penghentian penyidikan;
1. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat

dipertanggungjawabkan.
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BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 69 

 
Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini 
ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini 
diundangkan. 

 
Pasal 70 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah. 

 
 

 
Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 3 Nopember 2016 

 
GUBERNUR JAWA TENGAH, 

ttd 

GANJAR PRANOWO 
 
Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 3 Nopember 2016 

 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

JAWA TENGAH, 
 

ttd 
 
SRI PURYONO KARTO SOEDARMO 

 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 8 
NO REG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 9/249/2016 



Realitamenunjukkan bahwa angka kecelakaan lalu lintas masih tinggi, hal
ini disebabakan oleh beberapa faktor antara lain belum terpenuhinya
pembangunan jalan sesuai standar jalan sebagaimana diatur dalam:
1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang

Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Bagian Jalan.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang

Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor612).

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang
Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan
(BeritaNegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor900).

4. Peraturan Menteri Perhubungan NomorPM 111 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan.

Sesuai dengan kewenangan penyelenggaraannya, jalan diklasifikasikan
menjadijalan nasional, jalan provinsidan jalan kabupaten Zkota.
Yang termasuk jalan provinsi di Jawa Tengah adalah seluruh jalan yang
berada di ProvinsiJawa Tengah yang pengelolaannya di bawah Pemerintah
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting
dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam
pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi
masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana
dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Di samping itu jalan sebagai bagian sistem
transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam
mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan
dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai
keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk
dan memperkukuh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan
dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka
mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menegaskan bahwa tujuan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, antara lain, adalah memajukan kesejahteraan umum. Oleh
karena itu, bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3). Disamping itu,
negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas umum yang layak
seperti jalan yang harus diatur dengan undang-undang sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3)dan ayat (4).

UMUMI.

PENJELASAN
ATAS

PERATURANDAERAHPROVINSIJAWATENGAH
NOMOR8 TAHUN2016

TENTANG
PENYELENGGARAANSTANDARDISASIJALANPROVINSIJAWATENGAH
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Pasal 1
Cukup jelas.

Pasa12
Hurufa

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan
dalam penyelenggaraan Standardisasi jalan kepada masyarakat
luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur
sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi
dalam penyelenggaraanjalan.

Hurufb
Yangdimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan
Standardisasi jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "asas partisipatif' adalah pengaturan
peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan,
pengawasan, pelaksanaan dan pelaporan atas persoalan di
lapangan yang terkait dengan penyelenggaraanjalan.

Hurufd
Yangdimaksud dengan "asas bermanfaat" adalah semua kegiatan
penyelenggaraanStandardisasi jalan yang dapat memberikan nilai
tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan keselamatan
dan kesejahteraan masyarakat.

Huruf e
Yangdimaksud dengan "asas efisiendan efektif' adalah pelayanan
dalam Standardisasi jalan yang dilakukan oleh Penyelenggara
Jalan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruff
Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah
penyelenggaraan Standardisasi jalan yang harus dilaksanakan
atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta
pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat dan Penyelenggara
Jalan.

II. PASALOEMIPASAL

Berkenaan dengan itu, maka perlu pengaturan Standardisasi jalan yang
dituangkan dalam Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Standardisasi Jalan Kolektor
Primer dan Sekunder, yang tujuannya untuk memberikan araban dan
pedoman kepada pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan jalan,
menyangkut kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan
pengawasan jalan agar diperoleh suatu keseragaman dalam definisi,
hirarki sistem jaringan jalan yang jelas serta syarat standar pelayanan
minimaljalan, sehinggamenghasilkanjalan yang:
a. efektifdan efisien,
b. aman dan nyaman,
c. selamat, tertib dan lancar,
d. ramah lingkungan.
Oisampingitu juga memberikan dasar hukum pelaksanaan pembangunan
jalan paling lama 10 (sepuluh) tahun yang dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah baik untuk
pembangunan dan perawatan jalan.
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Pasal3
Cukup jelas.

Pasa14
Cukup jelas.

Pasa15
Cukup jelas.

Pasa16
1 Cukup jelas.<
j.,
~

Pasa17
Cukup je1as.

Pasa18
Cukup jelas.

Pasa19
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah
penyelenggaraan Standardisasi jalan yang dilakukan dengan
mengutamakan keserasian dan saling bergantungan kewenangan
dan tanggung jawab Penyelenggara Jalan.
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Pasal32
Cukup jelas.

Pasal31
Cukup jelas.

Pasa130
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kerb" adalah pembatas jalan atau kanstin
atau suatu produk beton pracetak yang dipasang antara badan
jalan dengan pulau jalan.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "chevron" adalah marka serong sebagai
tanda mendekati pulau jalan atau sebagai tanda mendekati
hambatan.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal29
Cukup jelas.

Pasal28
Cukup jelas.

Pasal27
Cukup jelas.

Pasa126
Cukup jelas.

Pasal25
Cukup jelas.

Pasal24
Cukup jelas.

Pasal23
Cukup jelas.

Pasal22
Cukup jelas.

Pasal21
Cukup jelas.

Pasal20
Cukup jelas.

Pasal19
Cukup jelas.
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Pasa148
Ayat (1)

Pasa147
Cukup jelas.

Pasa146
Ayat(l)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penyelenggara lalu lintas dan angkutan
jalan" adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan
angkutan jalan.

Pasa145
Cukup jelas.

Pasa144
Cukup jelas.

Pasa143
Cukup jelas.

Pasa142
Cukup jelas

Pasa141
Cukup jelas.

Pasa140
Cukup jelas.

Pasa139
Cukup jelas.

Pasa138
Cukup jelas.

Pasa137
Cukup jelas.

Pasa136
Cukup jelas.

Pasa135
Cukup jelas.

Pasa134
Cukup jelas.

Pasa133
Cukup jelas.
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Pasal56
Cukup je1as.

Pasa155
Cukup je1as.

Pasal54
Cukup jelas.

Pasa153
Cukup jelas.

Pasal52
Cukup jelas.

Pasa151
Cukup jelas.

Pasa150
Cukup jelas.

Pasa149
Cukup jelas.

Ayat(2)
Cukup jelas.

Ayat(3)
Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah
pedoman perencanaan teknis jalan yang ditetapkan oleh Menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan
Umurn.

Huruf a
Perencanaan teknis awalmelingkupi:
a. perencanaan beberapa alternatif alinyemen jalan yang akan

dibangun; dan
b. pertimbangan teknis, ekonomis, lingkungan, dan

keselamatan yang melatar belakangi konsep perencanaan;
Huruf b

Kajiankelayakan jalan (feasibility study) melingkupi:
a. kajian kelayakan teknis dan kajian kelayakan finansial

untuk setiap alternatif alinyemen jalan keluaran
perencanaan teknis awal; dan

b. menetapkan pilihan alternatif yang paling layak baik secara
teknis maupun finansial, serta keselamatan lalu lintas jalan;

Huruf c
Perencanaan teknis akhir (Final Engineering Design), terdiri
dari:
a. desain pendahuluan, yang diawali dengan pelengkapan data
pendukung untuk perencanaan termasuk tinjauan lapangan
untuk penetapan alinyemen Jalan yang final untuk alternatif
alinyemen terpilih hasil kajian kelayakan jalan;

b. perencanaan teknis rind (Detail Engineering Design);
c. audit keselamatan jalan; dan
d. perencanaan teknis akhir.
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Pasa168
Cukup jelas.

Pasa167
Cukup jelas.

Pasa166
Cukup jelas.

Pasa165
Cukup jelas.

Pasa164
Cukup jelas.

Pasa163
Cukup jelas.

Pasa162
Cukup jelas.

Pasa161
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "beban aksi dan beban tetap"adalah berat
sendiri.
Yang dimaksud dengan "beban mati tambahan" adalah utilitas,
pengaruh penyusutan, dan rangka.
Yang dimaksud dengan "beban lalu lintas"adalah beban lajur "D",
pembebanan truk "T", pembebanan untuk pejalan kaki, beban
tumbukan pada penyangga jembatan.
Yang dimaksud dengan "aksi lingkungan" adalah penurunan,
temperatur, aliran air, benda hanyutan, beban angin, pengaruh
gempa, dan lain-lain.
Yang dimaksud dengan "aksi-aksi lainnya" adalah gesekan pada
perletakan, pengaruh getaran, beban pelaksanaan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasa160
Cukup jelas.

Pasa159
Cukup jelas.

Pasa158
Cukup jelas.

Pasa157
Cukup jelas.
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Pasa170
Cukup jelas.

Pasa169
Cukup je1as.
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